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Abstract : Currently, the SLF is a requirement for evaluating the administrative and technical suitability of the 

building. The growth of industries has led to the government requiring the publication of SLF in order to 

legalize a business or structure, particularly those engaged in the sale of buildings or the provision of building 

amenities. In the company DPD REI SUMATERA NORTH, SLF (Certificate of Laik Function) is a phenomenon 

that this study aims to explore and explain. The author also emphasizes the effect of the worth and effectiveness 

of SLF's publication on the research locus. This study employed a case study approach to qualitative research 

as its methodology. Researchers seek for literature pertinent to research concerns as part of their data 

gathering procedures. from books, theses, journals, research essays, and research reports. The researchers in 

this study used Scopus, Google Scholar, and other sources to cite earlier journals. According to the study's 

findings, the issuing of the SLF (Laik Function Certificate) had a favorable effect on the worth and productivity 

of the business DPD REI SUMATERA NORTH. This offers convenience and a fulfilling employment so it can 

draw in investors and the general public to enhance marketing. The SLF's release is an urgent matter for a firm 

to address in order to raise quality and have a favorable effect on the economy and revenue. 
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Abstrak : Pada saat ini SLF (Sertifikat Laik Fungsi) merupakan sebuah syarat untuk menguji kelayakan 

bangunan secara administaratif dan teknis. Berkembangnya industri-industri, membuat pemerintahan 

mewajibkan adanya penerbitan SLF untuk melegalkan sebuah perusahaan maupun gedung, terutama perusahaan 

yang bergerak di bidang pemasaran bangunan dan penyediaan fasilitas bangunan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan dan menelaah fenomena SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di perusahaan DPD REI 

SUMATERA UTARA. Selain itu, penulis memfokuskan dampak nilai dan kinerja akibat penerbitan SLF di 

lokus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan 

studi kepsuatakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari literatur yang 

relevan dengan masalah penelitian dari buku, tesis, laporan penelitian, jurnal, dan karangan-karangan penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti mengutip jurnal-jurnal terdahulu dari scopus, google scholar, dan lainnya. Hasil dari 

penelitian ini ditemukan adanya dampak positif penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) terhadap nilai dan 

kinerja di perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA. Di mana memberikan rasa nyaman serta kepuasaan 

kerja sehingga dapat menarik investor dan masyarakat dalam meningkatkan pemasaran. Kesimpulannya adalah 

penerbitan SLF menjadi hal urgensi bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat 

memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan. 

 

Kata kunci : SLF;  Dampak; Nilai; Kinerja;  Perusahaan 
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LATAR BELAKANG 

Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi negara dengan tingkat 

perkembangan yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan dan peningkatan populasi meningkatkan 

pembangunan. Semakin banyak orang, semakin banyak kesempatan kerja, sehingga 

perusahaan industri menggunakannya untuk membuat bangunan. Hal ini tentu saja membuat 

pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur perusahaan agar dapat berjalan 

dengan baik dengan memenuhi persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan. Dalam 

hal hak pakai dan izin pembangunan, pemerintah mengeluarkan izin yang disebut Sertifikat 

Layak Fungsional atau yang dikenal dengan SLF (lia dwi jayantiMPOC & Brier, 2020). 

Perubahan menuju arah progresif yang didasarkan pada keadilan dan manfaat 

kesejahteraan fisik dan mental orang dikenal sebagai pembangunan. Mengurangi 

pembangunan dan mengentaskan kemiskinan adalah tujuan pembangunan ekonomi (Fatma 

Cholida et al., 2020). 

Bangunan gedung merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau perorangan yang memiliki nilai 

ekonomi dan sosial, sehingga bangunan gedung harus dibangun dalam kondisi handal yang 

artinya dapat memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan bagi 

penghuninya, sehingga terdapat peraturan yang mengatur keandalan suatu konstruksi 

bangunan gedung (Harisun,  2013).Kegagalan konstruksi dan kegagalan konstruksi 

mengakibatkan kegagalan struktur sehingga tidak berfungsi dengan baik. Kegagalan dalam 

proyek konstruksi dapat disebabkan oleh komponen teknis dan non-teknis. (2019, tt) 

Menurut definisinya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah hak atau aspek properti 

yang disahkan di Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang yang mengatur izin bangunan 

dan mengakui bangunan sebagai fungsional yang sesuai. Definisi lainnya, SLF adalah bukti 

atau tanda izin bagi suatu bangunan gedung untuk dioperasikan sesuai dengan dasar hukum 

peraturan perundang-undangan di Indonesia (Prajnaparamita, 2018). 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002, SLF adalah sertifikat yang nantinya akan 

diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung 

secara teknis dan administratif. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk 

bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat. SLF sendiri merupakan instrumen kontrol 

dan evaluasi apakah suatu bangunan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjadi tempat 

yang aman dan nyaman. (Hardiningsih, 2009) 
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Tujuan dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini adalah: 

1. Membuat bangunan atau bangunan yang layak untuk memenuhi persyaratan administrasi 

bangunan gedung sesuai fungsinya 

2. Sebelum dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia, harus dikeluarkan izin kelayakan 

3. Pemerintah menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi 

pengelolaan izin bangunan gedung atau perusahaan. 

4. Mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perusahaan atau bangunan sesuai dengan 

peraturan yang ada 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di kota Medan, SLF memiliki dasar 

hukum, antara lain sebagai berikut: 

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Lokasi Pertanahan dan 

Tata Cara Usaha Kawasan Industri serta tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dan Izin Usaha Mengganggu (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berada di dalam Kawasan 

Industri; 

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 

Teknis Bangunan Gedung; 

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis 

Pembangunan Gedung Negara;  (Heriyusman, 2014) 

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang 

Pedoman Sertifikat Kelayakan Fungsional Bangunan Gedung; 

5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

7) Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung. 

Fenomena penerbitan SLF di Indonesia dinilai mengalami kemajuan sesuai 

implementasinya. Kinerja dan penilaian publikasi cukup baik karena dapat dilihat bahwa 

banyak gedung dan perusahaan telah dibangun dengan baik dan operasinya telah berjalan 

dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. 

Dalam publikasinya, terdapat beberapa faktor kendala yang menjadi tantangan dalam 

memperoleh SLF, sehingga sulit untuk menilai kinerja bagi sebuah perusahaan. Kendala yang 

dihadapi dalam menerbitkan SLF untuk perusahaan adalah: 
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1) Terdapat perbedaan pengukuran antara DPMPTSP dan BPN 

2) Ada hambatan dalam memenuhi kewajiban 

3) Ada konflik dengan peraturan 

4) Kekurangan Personil (SDM) 

5) Ada dana terbatas 

6) Kurangnya komunikasi mengakibatkan dalam perspektif bahwa mengelola SLF sangat sulit atau 

bertele-tele. (Wendy Haryanto, n.d.) 

Syarat penerbitan SLF (Surat Laik Fungsi) di DPD REI SUMATERA UTARA 

dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

DPD REI SUMATERA UTARA juga mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk 

meningkatkan pengawasan dalam pemberian izin kesesuaian bangunan. 

Dampak penerbitan SLF di DPD REI SUMATERA UTARA berpengaruh terhadap 

penilaian dan kinerja perusahaan. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

tempat itu. Kemudian, penilaian ini akan meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat 

meyakinkan masyarakat dalam memproses izin bangunan dan bangunan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji fenomena SLF 

(Sertifikat Laik Fungsi) di perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA. Selain itu, penulis 

berfokus pada dampak nilai dan kinerja yang dihasilkan dari publikasi SLF di lokus 

penelitian (Sugiartha et al., 2021). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

menjelaskan fenomena atau peristiwa yang dikaji secara lebih rinci dan berfokus pada 

pembahasan (Mahanum, 2021). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini adalah suatu 

kegiatan atau metode mengkaji peristiwa melalui literatur yang telah dipublikasikan oleh 

peneliti sebelumnya . 

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mencari literatur yang 

relevan dengan permasalahan penelitian dari buku, tesis, laporan penelitian, jurnal dan esai 

penelitian (Supriyadi, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengutip jurnal sebelumnya dari 

Scopus, Google Scholar, dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca 

banyak literatur sehingga mereka memiliki informasi yang jelas dan terperinci. Dalam studi 

ini, peneliti mengeksplorasi informasi.Peneliti melakukan penelitian di perusahaan DPD REI, 

SUMATERA Utara. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh berdasarkan beberapa studi 

pustaka, maka hasil penelitian yang akan dianalisis adalah: (2019, n.d.) 

1. Cara menerbitkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) di Kota Medan 

2. Dampak penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap nilai DPD REI SUMATERA 

UTARA Perusahaan 

3. Dampak penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap kinerja di Perusahaan DPD 

REI SUMATERA UTARA 

4. Review Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

Cara menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi(SLF) di Kota Medan 

Penerbitan SLF di Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 

31 Tahun 2019 dimana disebutkan ada beberapa persyaratan administrasi yang harus 

dipenuhi sebelum menerima surat penerbitan Kondisinya. 

1. Status hak atas tanah dibuktikan dengan surat bukti status hak atas tanah. Namun, jika 

seseorang bukan pemegang hak, hal ini dapat dibuktikan dengan surat perjanjian 

pemanfaatan tanah 

2. Status kepemilikan bangunan gedung yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan 

bangunan gedung 

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan diperhitungkan bagi 

setiap perusahaan untuk membangun sebuah gedung, antara lain: 

a. Persyaratan perencanaan bangunan gedung, yang meliputi: 

 Persyaratan penunjukan bangunan 

 Persyaratan intensitas bangunan termasuk kepadatan, tinggi dan jarak bebas 

 3.Persyaratan arsitektur untuk bangunan termasuk tata ruang, keseimbangan dan bahkan 

harmoni (Sugiartha et al., 2021). 

 4.Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, dengan mempelajari dan memperhatikan 

risiko lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan perusahaan atau bangunan yang 

tidak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar atau alam 

b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Medan meliputi: 

 Persyaratan keselamatan dengan memperhatikan proteksi kebakaran pada bangunan, kondisi 

keselamatan listrik, bahkan bahan peledak yang dapat membahayakan perusahaan 
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 Persyaratan kesehatan, dimana setiap bangunan atau perusahaan yang dibangun harus 

memenuhi air bersih, penerangan, pembuangan limbah, dan penggunaan bahan bangunan 

 Persyaratan keamanan termasuk ruang untuk bergerak, kenyamanan pandangan dan bahkan 

masalah kebisingan 

 Persyaratan kenyamanan, dimana transportasi, infrastruktur, bahkan kebutuhan dalam 

bangunan dan perusahaan mudah didapatkan. 

Objek dalam peraturan tersebut adalah bangunan yang dibangun dengan memenuhi 

persyaratan teknis bangunan gedung, serta bagian dari bangunan gedung yang terpisah atau 

dibangun secara horizontal. Subjek adalah individu atau entitas yang memiliki atau memiliki 

wewenang atas bangunan.  

SLF diberikan untuk bangunan yang telah selesai dibangun dan memenuhi 

persyaratan kebugaran fungsional bangunan, sesuai dengan Pasal 3. Setelah memenuhi 

persyaratan administratif dan teknis, SLF diberikan sesuai Pasal 4 ayat (1). Persyaratan 

pengelolaan pemeriksaan data sesuai dengan IMB, data tanah, dan data riil lainnya 

Persyaratan teknis, yaitu sebagai gambar bangunan, uji lapangan pengujian sesuai dengan 

prosedur pemeriksaan SLF.  (Prajnaparamita, 2018) 

Termasuk dalam ruang lingkup dan metode pemeriksaan kebugaran, Pasal 5 

mencakup a) kemampuan menahan beban. Metode inspeksi meliputi pengamatan visual, 

pemeriksaan kualitas dengan cordrill, inspeksi palu-palu beton, dan analisis model untuk 

menghitung beban, gaya, dan daya dukung struktur. b) kebutuhan akan kemampuan untuk 

mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran; dan c) kebutuhan akan kemampuan untuk 

mencegah hujan petir.  (Anwar, tt) 

Dampak Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Nilai Perusahaan DPD REI 

SUMATERA UTARA 

Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang ekonomi untuk menangani permasalahan perumahan dan bangunan bahkan aktif 

menyediakan pasokan untuk usaha bangunan. Ini adalah manifestasi dari program pemerintah 

yang berkelanjutan. 

Hal ini tentu saja berdampak pada kredibilitas. Indikator perusahaan yang baik dapat 

dilihat dari kondisi pasar atau strategi pemasaran suatu perusahaan untuk meningkatkan daya 

jualnya kepada investor dan masyarakat. Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA saat 

ini sedang meningkatkan nilai-nilai perusahaan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan perannya dalam pembangunan melalui penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Pada 

dasarnya, SLF memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan. (Adlini et al., 2022) 
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Setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tentu akan merasa lebih aman 

dan terlindungi dari perlindungan hukum terhadap bangunan gedung melalui SLF. Penerbitan 

SLF yang dilakukan melalui prosedur yang benar dapat meningkatkan value sehingga 

masyarakat dan investor dapat percaya dengan misi keanggotaan DPD REI SUMATERA 

UTARA. 

Dampak positif lainnya adalah terbitnya SLF di lingkungan DPD REI SUMATERA 

UTARA dapat menciptakan manfaat dimana masyarakat yang percaya dengan nilai 

perusahaan akan memprioritaskan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kualitas 

perusahaan akan meningkat sehingga proses implementasi akan lebih mudah dilalui. 

Dampak Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Kinerja di Perusahaan DPD 

REI, SUMATERA UTARA 

Menurut pendapat ahli, kinerja adalah hasil kerja yang dinilai dari segi kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab (Anwar, 2000). Hasil ini dapat berupa fisik maupun non fisik (Fadli Sandewa, 2017). 

Dampak yang dirasakan dari terbitnya SLF (Sertifikat Laik Fungsi) terhadap kinerja 

Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA berdampak positif. Dimana kinerja akan 

meningkat, seiring dengan produktivitas kerja. Hal ini dikarenakan terbitnya SLF mampu 

memberikan rasa percaya dan kenyamanan kepada pekerja, sehingga menghasilkan kepuasan 

kerja. Terbitnya SLF mampu menghadirkan kepuasan sehingga perasaan ini dapat membantu 

perusahaan meningkatkan pemasaran yang ada sehingga investor dan masyarakat tertarik 

untuk bekerjasama dan mempercayakan pembangunan gedung atau kebutuhan lainnya 

kepada DPD REI SUMATERA UTARA.  (Elora, 2021) 

Review Persyaratan Teknis Bangunan 

Pertama-tama, tim yang terdiri dari para ahli yang akrab dengan manajemen bangunan 

untuk memberikan pertimbangan teknis terkait dengan proses penelitian dokumen rencana 

teknis disertai dengan informasi waktu kerja yang terbatas, serta untuk berkontribusi pada 

penyelesaian masalah dengan pengoperasian bangunan tertentu yang anggotanya ditentukan 

secara individual sesuai dengan kompleksitas struktur bangunan tertentu yang ditulis. 

Pembentukan Tim Spesialis Konstruksi Bangunan Gedung Peraturan Daerah tentang 

Konstruksi Bangunan Gedung berorientasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

Pedoman Tim Ahli No.26/PRT/M/2007 Konstruksi.  (Rothomi & Rafid, 2023) 

Dalam hal daerah belum memiliki peraturan daerah sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, penyelenggaraan organisasi tim ahli konstruksi bangunan gedung mengikuti 

peraturan Menteri nomor Pada:26/2007 untuk perwujudan penataan bangunan gedung dan 
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lingkungan, serta keandalan bangunan gedung. Hal-hal-hal sebenarnya sudah hidup, rapi, 

baik, dan hati-hati metode untuk menerapkan aturan agar tidak mendengar lagi "bangunan 

umum runtuh dan menyiksa masyarakat". (Adlini et al., 2022) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah bukti untuk menguji kesesuaian suatu bangunan 

atau struktur secara administratif dan teknis. Dalam hal ini, DPD REI SUMATERA UTARA 

yang berperan dalam penyediaan konstruksi bangunan mewajibkan penerbitan SLF untuk 

meningkatkan kualitas perusahaan yang dijalankannya. Ada dua indikator yang dapat 

berpengaruh terhadap penerbitan SLF, yaitu value dan performance. Keduanya memberikan 

dampak positif terhadap penerbitan SLF bagi perusahaan sehingga kualitas dan kuantitas 

yang tersedia menjadi lebih baik dan lebih meyakinkan bagi masyarakat dan investor. 
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